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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

o i

KABUPATEN BARITO SELATAN,

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publk
yang prima perlu ditetapkan Motto Layanan sebagai komitmen bersama
dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Selatan ;

Bahwa agar Motto Layanan tersebut dapat dipedomani dalam Pelaksanakan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bar.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 1820);

. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3851);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4846);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Mengingat
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10.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038 );

11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

15.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

16.PeratU(an Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

17.Peratu(an Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

18, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

21.Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kinerja
percepatan pelaksanaan berusaha didaerah serta kinerja percepatan pelaksanaan
berusaha kementrian negara/lembaga (lembaran negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1747),

22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3);

Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan

23.Peraturan Bupati
kok dan Fungsi Perangkat Daerah;

Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas po

24.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG MOTTO LAYANAN PUBLIK

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TAHUN 2022

. Menetapkan motto layanan Publk Perizinan dan Non perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan tahun

2022

" Motto layanan Publik Perizinan dan Nonperizinan merupakan Komitmen

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan sesuai Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam
Lampiran Keputusan ini wajib diketahui dan dilaksanakan oleh
penyelenggara layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan tahun 2022




KETIGA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Buntok.
pada tanggal 10 agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN,

RIPALTHA,SE., MM.
Pembina Tingkat | (IVb)
NIP. 19690411 2000003 1 009

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth.
1) Pj Bupati Barito Selatan (sebagai laporan)
2) Ketua DPRD Kabupaten Barito selatan
3) Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan

4) Arsip.
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